BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Landasan dalam status hak anak dalam menentukan status
kewarganegaraannya dalam perkawinan campur yang terdiri dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (4)
berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

2. Implikasi hukum dan prosedur perolehan hak memilih kewarganegaraan
sendiri dalam perkawinan campur yang diatur dalam Undang-undang No.
12 tahun 2006 tentang pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan di Indonesia seperti Pasal
6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk
memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18
tahun atau sudah kawin. Adanya pernyataan tertulis mengenai sanksi hak
terhadap kewajiban. Tetapi dalam undang-undang tersebut tidak mengatur
sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud
dalam Pasal 6. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) yang
mengharuskan melakukan administrasi tidak sedikit pula banyak yang
mengeluhkan repotnya administrasi dalam memilih salah satu

kewarganegaraan terutama Indonesia.
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B. Saran
Berdasarkan urain diatas penulis dapat menyarankan beberapa saran
dan solusi untuk pemerintah dalam memberlakukan Undang-Undangnya,
adalah sebagai berikut:

1. Di dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 terdapat permasalahan
seperti yang ada pada Pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang
mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak
yang sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin.Tetapi didalam undang-
undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak
melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Seharusnya
didalam undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat
hukumnya.

2. Pemerintah harusnya menyusun lebih lanjut hak warga Negara

berdasarkan kewenangan Negara menggunakan regulasi lebih lanjut.
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